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BUPATI LAHAT 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT 

NOMOR 8 TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHU ANGGARAN 2017 
 

BUPATI LAHAT, 

 

Menimbang  : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 

Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keungan paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 
 

  b. bahwah pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD sebagimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017. 
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan 
Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4226); 

 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Keungan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4355); 

 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keunagan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4400); 

 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan KeunaganAntara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4438); 
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 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terkhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

 10.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudkan Protokoler dan Keunagn Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tamabahn 

Lembaran Negara republik RI Nomor 4502) 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negar RI Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran RI Nomor 5430); 

 12. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4557); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keungan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Megara Rebuplik Indonesia Nomor 5155); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keungan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keunagan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

` 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akutansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5272); 

 19. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keungan Daerah, sebagimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mentri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah; 

 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 

13) sebagimana telah diubah dengan 

Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Poko-Pokok 
Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 

10); 

 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

07 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lahat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabuapetn Lahat Tahun 2017 Nomor 

07); 
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 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 

05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lahat Tahu 2017 Nomor 05); 

  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT 

dan 

BUPATI LAHAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG 

 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
Pasal I 

 

  (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan 

Keungan memuat ; 

   a. Laporan Rialisasi Anggaran; 
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggarn Lebih; 

 c. Neraca; 

 d. Laporan Operasional; 

 e. Laporan Arus Kas; 

 f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan 
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan 

  

 (2). Laporan Keungan sebagimana dimaksud 

pada Ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja 

dan ikhtiar laporan keungan  badan usaha milik 
daerah / perusahaan daerah. 
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Pasal 2 

 

 Laporan Realisasi Anggaran sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a tahun 

2017 sebagi berikut ; 
 a. Pendapatan Rp. 1.765.015.019,207,69 

 b. Belanja Rp. 1.408.832.916.557,94 

 c. Transfer Rp.    352.162.686.929,00 

  Surplus/(Defisit) Rp.        

4.019.415.720,75 
 

 d. Pembiayaan  

▪  Penarimaan             Rp. 

2.924.658.718,94 

▪  Pengeluaran            Rp. 

5.000.000.000,00 
Pembiayaan Netto       Rp. 

(2.075.341.281,06) 

 
 

Pasal 3 

 

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaiman dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berinkut : 

1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 192.795.427.313,81 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pendapatan setelah 

  Perubahan Rp. 1.957.810.446.336.01 
 b. Realisasi Rp. 1.765.015.019.207,69 

  Selisih kurang Rp.  

(192.795.427.128,32) 

 

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 

306.474.271.313,81 dengan rincian sebagai berikut : 
 a. Anggaran belanja setelah 

  Perubahan Rp. 1.715.307.187.871,75 

 b. Realisasi Rp. 1.408.832.916.557,94 
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  Selisih kurang Rp.  

(306.474.271.313,81) 

 

3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah 
Rp. 49.691.456.958,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran transfer setelah 

  Perubahan Rp. 401.854.143.887,00 

 b. Realisasi Rp. 352.162.686.929,00 

  Selisih kurang Rp.  (49.691.456.958,00) 

 
4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp. 161.426.226.70,80 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

  setelah Perubahan Rp. 164.350.885.422,74 

 b. Realisasi Rp.    2.924.658.718,94 
  Selisih kurang Rp. (161.426.226.703,80) 

 

5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 
  setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000.00 

 b. Realisasi Rp. 5.000.000.000,00 

  Selisih kurang Rp.                  0,00 

 

 

6) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 161.426.703,80 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pengeluaran PembiayaanNetto 

  setelah Perubahan Rp. 159.350.885.422,74 

 b. Realisasi Rp.   (2.075.341.281,06 

  Selisih kurang Rp.(161.426.226.703,80) 
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Pasal 4 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada 
Pasal I ayat (I) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal                   

Rp. 3.086.536.858,94 

b. Koreksi Kesalahan SAL Awal               Rp.   (189.024.240,00) 

c. Penggunaan SAL setelah Koreksi         Rp. 2.897.512.618,94 

d. Sisa Lebih / Kurang 

Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/(SikPA))                                   Rp. 1.944.074.439,94 

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya                             Rp. 1.994.074.439,94 

f. Lain – lain 

Saldo Anggaran Lebih Akhir           Rp. 1.994.074.439,94 

 

 

Pasal 5 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (I) huruf c per 31 
Desember Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset                                  Rp. 2.820.959.504.400,29 

b. Jumlah Kewajban                         Rp.    262.674.123.142,53 

c. Jumlah Ekuitas                             Rp. 2.558.285.381.257,76 

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas       Rp. 

2.820.959.504.400,29 

 
Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (I) 

huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2017 sebagai berikut : 
 

PENDAPATAN – LO                       Rp. 1.760.838.682.326,88 
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a.  Pendapatan Asli Daerah - LO        Rp.     169.477.701.350,61 

b.  Pendapatan Transfer – LO            Rp.  1.587.911.543.676,27 

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah                                  Rp.       3.449.437.300,00 

 

BEBAN                                          Rp. 1.783.143.007.432,05 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERSI  Rp.    (22.304.325.105,17 

SURPLUS/DEFISIT DARI 

KEGIATAN NON OPERSIONAL       Rp.      (4.111.672.335,88) 

a.  Surplus Penjualan Aset  

Non Lancar - LO                          Rp.                              0,00 

b.  Defisit Kegiatan Non 

Operasional LO                           Rp.       (4.111.672.335,88) 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM 

POS LUAR BIASA                         Rp.     26.415.997.441,05 

 

POS LUAR BIASA – LO                  Rp.          204.766.000,16 

SURPLUS/DEFISIT-LO                  Rp.    (26.620.763.441,21) 

 

 

Pasal 7 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (I) 

huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan per 31 

Desember 2017 sebagai berikut : 

a.  Saldo Kas Awal 

per 1 Januari 2017                     Rp.     3.203.688.323,94 

b.  Arus Kas dari Aktivitas Operasi    Rp.  346.013.625.181,80 

c.  Arus Kas Dari Aktivitas  

Investasi                                         Rp.   (346.967.063.361,05) 

d. Arus Kas Dari Aktivitas  
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Pendanaan                                     Rp.                           0,00 

e. Arus Kas Dari Aktivitas  

Transitoris                                Rp.       (304.345.982,00) 

f.  Saldo Kas Akir 

per 31 Desember 2017                   Rp.        1.945.904.162,69 

 

 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal I 

ayat (I) huruf untuk Tahun yang berakhir sampai dengan per 31 

Desember 2017 sebagai berikut : 

 

a.  Saldo Kas Awal                             Rp. 2.589.154.470.010,70 

b. Surplus/Defisit LO                       Rp.    (26.620.763.441,21) 

c. Dampak kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar   Rp.                          0,00 

d.  Dampak kumulatif Perubahan 

 KebijakanAkutansi dari CTA 

 Ke Akrual                                Rp.                       0,00                        

e.  Koreksi Kesalahan                     Rp.      (228.051.450,21) 

f.   Koreksi Ekuitas Lainnya            Rp.    (4.020.273.861,52) 

g.  Jumlah Dampak  

 Kumulatif (4+5+6)                      Rp.     (4.248.325.311,73) 

h.  Ekuitas Akhir (1+2+7)                   Rp.  2.558.285.381.257,76 

 

Pasal 9 
 
 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal I ayat (I) huruf g untuk Tahun yang berakhir sampai 

dengan per 31 Desember 2017 memuat informasi baik secara 

kumulatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan. 
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Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal I tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

 

a Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 

 Lampiran I.1 : 

Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintah daerah dan 

organisasi 

 Lampiran I.2 : 

Rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan  

 Lampiran I.3 : 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintah 

daerah,organisasi,program,dan kegiatan 

 Lampiran I.4 : 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintah daerah 

dan fungsi dalam rangka pengelolaan 

keuangan Negara. 

 

b Lampiran II : 
Laporan LPSAL 

 

c Lampiran III : 
Laporan Opperasional 

 

d Lampiran IV : 
Laporan Perubahan Ekuitas 

 

e Lampiran V : 
Neraca 

 

f Lampiran VI : Laporan Arus Kas 



 

 

Diperbanyak oleh  

Bagian Hukum Setda Kab. Lahat 130 

 

 

 

g Lampiran VII : 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

 

h Lampiran VIII : 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 

 

i Lampiran IX : 
Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih 

 

j Lampiran X : 

Daftar dan Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir 

 

k Lampiran XI : 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

 

l Lampiran XII : 
Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset 

 

m Lampiran XIII : 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 

 

n Lampiran XIV : 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan  

o Lampiran XV : 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 

 

P Lampiran XVI : 
Dafrat Dana Cadangan Daerah 

 

q Lampiran XVII : 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek 

 

r Lampiran XVIII : 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang 

 

s Lampiran XIX : 

Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai dengan akhir Tahun berikutnya 

(DPAL) 

 

t Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD 
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u Lampiran XXI : Daftar rekapitulasi Dana Desa 

 

 

Pasal 11 
 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dlam Pasal I 

ayat (2) terdiri dari : 

a.     Laporan kinerja tercantum dalam peraturan daerah ini 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX 

Peraturan daerah ini  

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksana APBD. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.   
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